Te fmsm: global:sas; y:mg a!mg ‘besar ter_;sda dibidang ekonomi mtemasmna! _
:msalzsya_-- wal poixizk mtegmsa dlbwwklsi; 'PASAF:PESAT Iegwnal. - |-}
Meng!mdzp: i‘anmngau bam ini, fﬂdonasm iherusaha semaxi mungkin uatuk
memasuki pe!aang—peﬁ'uang yang ada walaspun barus menghiad rsaingan yang
. ketar denga:: megarg-negard lain, Kepumsaﬂ pemermrab smmk memberiakukan Beriaagm
deregzdas: dﬁa menemp&au ekonomi pasar dimaksudkan zmmk ds;mt cepm‘ maju dalam

‘Drfemm memssmﬂa} -'ASEAN Hekerjasama. dezzgaﬂ 'APEC (nge Asm Pac:fzc.
Ecmzmma: Coopemﬁsn) ng;wm kedus perh;mpﬂnaﬂ_regmmf fm sama, .amara iam_

pezzdz:da&: dﬁ'ma, sedsng p.mduksz yaug dzasﬂkaﬂ mexdeé‘mﬁ setengil hasil e&mwmn .
dunig, maka kekuatan ASEAN mampy ‘menghadapi pasar-pasar regional yang sedzng
dan yang akan fumbah, seperti pasar iuﬂgg&i Eropa gigu kelompok-kelompok yang .
dibentuk U.B. A, dengan bebempa megara dewat: pergﬁnjmn free tradenya, i
Ada kecenderungan babiwa noegara-regara yang sudah majiy perd&gsnggmya, _pusa‘m
makin menjauki sistim perdagsﬂgsn mum!ateml Mereks jysfm melakukan, pmﬁeks;
lewai perﬁagangau ferbatas. .. . - :
ASMN dan AP,EC {d.amsﬁa EJ.S A dﬂﬂ Kﬂuadﬁ merupﬁémn aﬂgg@fﬁ) tretap
beﬁeﬁsd unfak meﬁszzkgeskau BasH Uraguay Round, Majunye perdagaugaﬁ ASEAN .
memang ﬁaﬁgm ferg:mi‘smg ﬁ:epada GATT EW mamfatem} fme a‘rade rewme. R
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ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PATEN"
Oleh 1 A, Chandf_rawuian dan Huala Adolf

Perundang-undangan nasional tentang Palen,
antara sate negara dengan yang lain berbeda
‘pengaturannyz, karenz ia bergantung pada sistem

oukumdan kebijaksanaan (policy) hukum 4i negasa
masing-masing. . Mamun:demikian raang Jingkap
moperundang-undangan - fersebut feiap sama, vaitu
- bahwa perundang-andangan tersebut terbatas. pada
wﬂayah yuridiksj teritorial-negara masing-masing.
:~Motivasi ‘utams :pemberian paten ini adalah me-
“lindungi. penemuan:hasil-ciptaan -baru serta-men-
--dorong: pengembangan  penelitian’ yang mengarak
ke “industrial :applicability. - Sebaliknya .ia . dapat
dicabut-kembali,~ jikz ‘alasan-alasan permechonan
-5 pencabutan:paten it terpenubi dan sebagai-tindak-
<o gn e tambahan apahs]a pe!aksanaan Iasensn wa;;h
-dmlla: gagai a5 : - B

Chamimwuialx ) /4

lnformasx terakhlr 1emang rancangan Undang undang Paten lndonesxa
yang “bard adalah telah disetujnainya Undang -undang ini'oleh DPR: Sehmoga
langkah selan}utnya adaiah pengesahan Presxden agar beria!xu dan menglkat
d1 Indonesxa
i Namun demiklan sambll menunggu pengesahan tersebut ada balknva
untuk sqenak mei;hat apa arnnya paten ini beserta segi- segi hukumnya dan
bagaimana . praktei\ negara—negara dalam . menerapkan Undang undang
Patenny e e > )

Pokok pekok dan Sejamh Ssstem Paien.

Hamplr setiap negara memllkt Perundang undangan patennva sebagai
baglan dar; hak milik perindustrian. Ada dua alasan penting mengapa negara-
negara ban]\ negara berkembang maupun maju menoundannkan hukum
patennya e

Alasan pertama tetah diakua bersama bahwa pengundangan paten ini
adalah juga merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia di dalam bi-
dang penemuan (a natural right in inventions). Tentang hal ini tampak pada
pasal 27, ayat 2 dari THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS, yang mengatakan sebagai berikut : “Everyone has right to the
protection of the moral and material interests resulting from any scientific,
literary and artistic production of which he is author.”! '

I. UNCTAD and WIPQ, The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to developing
Countries, MNew York, 1975, hal, 2.



: i} Adanyd mccmwe yang achl cian wa}al mek }\egiatan peneiitlan dan '

pengembangan .agar: memungkmkan pengembangan teknologi yang, tepat ;:- L
2). Acianya d:szncenmfe yang: mem:eoah Emdakan—tmdakan yang-mengham:' "

bat . pengetrapan {su:‘} ‘suafi. penemuan baru yang bermanfaat bagz
;masyarakat _ ; - Ly .
3) Adanva sanAs; untuk tmdakan-tmdakan penyaiahgunaan paten yang me- o
i -mgskan plhak laip dalarn masyarakat. Penyalahgunaan ini dapat. berupa pen--
curiany’dari: penemuan vang-ditindungi paten, praktek praktek pmdagancran_
yanﬂ menghambai secara-berlebihan dan sebagamya '

Lebxh lanjut, M: Anwar Ibrahlm mengemukakan pula,, béhwa dalam me-

neiapk‘m besarnya incentive, disincentive dan sanksi periu puladiperhasikan.
derajat pentingnya penemuan tersebut ‘bagi kegiatan produksx yang terdm'

atasi= .. ‘tahap-tahap . kok . ..sebagai . berikut. . .o

1} mhap pengadaan penyedlaan perszapan mput zemtama terdir: atas baha
bhahan:mentah, baku.dan pembantu, ; N
2) tahap. pengoiahan dakam unit-operasi, atau tahap proses produ%s& .
3y tahap penyiapan produksi yang meliputt macam, _]CnlS corak (desxgn)
snuiy; pembungkusan, -:pemberian merek .dan sebagalnya

Sampzn saat.ini, badan internasional yang mengurusi hak mxhk mtelek-

ﬁiua! ini; yaitu WIPO (the World Intellectual Property QOrganization) teiah ber—-r.

hasil. mengumpuikan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penemuan-penemuan di 119 negara. selain itu, badasn ini telah pula mengum-
pulkan dan mengumumkan- statistik hak . milik perindustrian di dalam

2. lhld )

3. Lihat, Albert S. Daws Jc. {ed.}, Practical Patent I.chsmg, New York: Pracucai Law Institute, 19606,
Ral, 104

4. UNCTAD and WIPQO, Loc. Cit,

3. Te L Anwar Ybeahim, Masalal Patent Ditinfau dari Segi Hukom, kervtas kerja dalam Simposium tentang
Patent. BPEN-Riaacipra, 1998 hal: 3830
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'penemuan-penemuan vang diterapkan ‘dan-diberikan:di 113 negara
s 'Suciah baranc tenin perundang«undangan nasmnal tentang ‘paten ini satu
sdma’lain‘negara berbeda pengaturannya. Hal ini tergantung pada sistem
hukum dan kebijaksanaan (policy) négara masing-nmasing. Naman deriikian,
ruang lingkup perundang-undangan tersébut ‘adalah sama, vakni bahwa
perundang-undangan tersebut terbatas pada w1iayah yunscilkSI negara masmg-
‘masing (territorialitas).”
i Selain paten sebagzai’ bagian terpentmg daﬂ hak milik permdustrzan ada
_pula beniuk penting lam vang disebui sebagax sertifikat penemu (inventor’s
'ceruﬁca{es) ‘Keduanya bentik vhak: milikperindustrian ini ‘sama-sama
bertujﬁan melindungi peneru hasil ciptaan baru dalam bidang perindustrian,
Perbedaannya adalah; ‘pemilik suatu paten mempunyai hak perlindungan dari
upaya piliak fain untuk memakai‘penemuannya itu: Sedangkan pemegang
sertifikat penemu mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas peng-
gunaan penemuannys itu oleh pihak lain, sedangkan hak eksklusif atas
p-enemaamfya itu ‘sendiri diserahkan kepada negara.®
“Pémberian sertifikat penemu ini, sama halnya dengan pemberian paten,
:d]mai«;sudkan tuna mendorong pengembangan penclitian dan pengembang-
an-suaty penemuan ketahap penerapan indusiri (indusirial applicabilitv).
Selain itu sertifikat penemu ini diharapkan pula agar bisa mendorong
penyébarluasan suatu teknologi baru kepada masyarakat. Oleh karenanya,
sertifikat penému ini sebagaimana dilaporkan oleh WIPQO, dianggap sebagai
‘salah bentuk dari perlindungan hak milik perindustrian dan bahkan meru-
pakan pula scbagai suatu sistem hak milik perindustrian internasional.
‘Negara] -negara’ yang memberikan kedua bentuk perlindungan bagi
pencmuan dalam bidang industri ini, vakni sertifikat penemu dan paten,
sebagian besar adalah’ negara-negara sosialis/komunis, yakni Algeria,
Bulgaria, Chekoslovakia, Republik Demokrasi jerman dan Uni Soviet.
Kechali'di Algeria, di mana bagi orang asing hanva berhak atas paten, di
negara-negara ini si penemu, baik warga negara maupun orang asing bebas
untuk memilih apakah perangkat perl;ndungan bagi penemuannya itu berupa
paien atau sertifikat penemu.
- Namun demikian,>ada beberapa pengecualiannya, Di Polandia dan
Rumania, para penemu yang bekerja didalam satu-kesaiuan unit ekonomi
“Hasional hanva dapat memiliki sertifikat penemu sedangkan patensya sendiri
‘diberikan kepada unit-unit penemunya bukankepada si penemunya. Sedang-
kan di-Uni Soviet, sertifikat penemu diberikan untuk penemuan-penemuan
yang ada hubungannya dengan pekerjaan penemu didalam negara tersebut,
atau perusahaan-perusahaan publik atau koperasi (co-operative or public
enterprises). Sedangkan uniuk hak eksklusifnya atas penemuan tersebut di-
mitiki oleh negars,




itn ada% l 3 mhum"_
vas Di Pcranmq ]Q‘Egl{a WaE\tu 'vang diberikan imtuk pu’lmdungan ind ezdalab
g.tahun; 5edang%<an untuk: patsﬁ Iamanya adalah 20 tahun: -

I}1Sdmpm;§ AHE blciana—bldaﬁg vang: danai perhndungan benmk 1*11 tel bdtsi‘) .

mfamya pada bldang-bxdaﬁg tekmk dea

berikan sistem perhr‘dungaz; meski tidak seringkat tarafnya dengan’pater;
terhadap penemuans-penernuan vangtidak periu terperiihinya persyaratan-
pmsvaraLan kepatenan. .

“Alasa

mana kala seora muan bary. dan dia’ mcnéa%f kan’ p:uermh

namun dp'ibﬂa iemyaza kant T pdtéh t;dak mennabuiﬁamzyd

unmv miodels” tersebuty’
“Sedangkan untuk bentul ﬁerimdunéan berupa patems of unporrdtlun‘

umumnya diberikan terbatas kepada paten asing saja. Bentuk pergznduncan'

seperti-ini-biasanva disebuiijuga denganistilah “patents.of Introduction,
comfirmation. atau revalidaiion”. . Megara-negara yang menganut bentuk per-

lindungan seperti ini, -yangﬁ-_sudab barang-fentu menganui dan mencrapkan.
pula..bentuk paten-niyva,.adatah -Algeria, Argentina;: Belgia; Chili; Iran,

Spanyol,- Uruguay, dan ‘venczue!a Bentuk pfrfmdimgarz paien vang khusus

ini didasarkan . pada; ke&dazm bahw& temuan. vang akan: dilindungi itu sebe-

lumnya- jalah . dipatenkan di Tuar. negeri; - Namun demikian mereka
mengharapkan bahwa si-pemilik paten akan memanfzatkan penemuannya
it didalam negerinya.

Mengenal sistem pendaftarannya sendivi, menurut hasil penelitian

BANKS, manrtan wakil ketua British Petroleum Company, sistem paten di-

negara-negara-umumnya menganut dua sistem pendaltaran, yakni periama,

&, Supra, noot. i, hal 4.

a;w dapaL dlpmpan}ang Lntuk rnaSa 3 tahun’ berilfm- '

-Alasan utama darihentuk: peri%ndungan sepertiiin dddlai unmk me*m”:

an lamnya adalal' umux membenkan svstem perinaﬁngan aitcrnag
tkf iamaya apa’mla permohomn perhndungan paten ‘tidak dlk%bulkan J adl -

ia masih mem-
plunval kesempatan lain’ ”U'la ma. ll’ldliﬁ"l Iemuann,fa au daﬁgar memohon_
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' s;szem Reg;stras; (the_Regzstranm 53 _,fstem) dem kedua 31stem Penaujlan (ahe
Eyammmg System) GLE B : : i

yangf dlperlukan dan mendafiarkannya

_ Kelemahan swtem ini’ acialah kareﬁa peranan: kamor paten hanya sebag,a;
pengaitar maka kekuatan hak ekskiusﬁ atau menopol atas penemuan yang
# -dxdaftar At itdak ada kepasnan hukumnya manakala di kesindian wakruada
p;hak yanw mengaku menerﬁu}«:an suaty ‘penernuan: baru yang sama (vang telah
didafrarkan) danjuga mendaftarkanﬁjya keskantor paten. Sehingga untuk
menastikansiapa penemiyang asliy kasus'ini baru dapai ditentukandan di-
putus.oleh pengadilan. Kelemahan-lainnya, karena hak paten yang diberi-
kan tanpa didabului:dengan menilai kelayakan-dan‘nilai penemuan tersebut
dengan persyaratan-persyaratan hukum paten; yang berlaku atau dengan
teknologi yang telah ada, akibatnya timbul ketidakpastian sampai-berapa
kekvatan paten-nya, Oieh karena itulah sistem registrasi ini, menurut hasil
study BANKS, ‘disebut - juga "weak " paten. Negara-negara yang menganut
sistemn .ini misalnya Belgla, Afrika Selatan, dan Perancis.

... Perundang-undangan paten Perancxs pada akhir tahun 1968 mengalam;
perubahan Undang Undang Paten negara int membedakan dua j jenis paten
untuk dzmungkmkannva bag: pemohon pazen untuk memlhh paten vang ber-
Janﬁka wakiu sgngkat (6 tahun) dan jangka wakiu panjang (20 tahun). Untuk
Jenis yang pertama, permohonan paten cukup dengan registrasi saja, Sedangm
kan untuk jenis vang kedua, dalam waktu dua tahun setelah tanggal permo-
honan pendaftaran, _persyaratan tentang novelty (sifat bam) dari penemuan
tersebui harus diuji,}!

- Sistempendaftaran kedua vakni sistem ujian muncu! dan berl\embang
sebagai konsekuensi-dari semakin banyaknya penemuan-penemuan yang
hendak -di daftar di kantor paten: Sehingga dirasakan untuk mencegah
timbulnya konflik-konfhk dan klaim-kiaim tentang penemnuy asli atas suaju
pencmuan -maka sistem pendaftaran kedua, yakm sistemn pengujian lahir,

“¥ang menjadilatas belakang sistem kedua ini, adalah bahwa pemohon
ha}\ ‘paten atas suatu penemuan haruslah dapat menvatakan secara 36]35
monopoli atau hak:ekskiusif yang hendak diklaimnya atas penemuannya

1. BANKS, MAL, E\q, The British Patent System, chon 10 the commities 1o examine the paten: system
and patent law, London, 1970, hat. 1. Cf.R.M. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindusirian, Tarsito,
1981, hal, 35-39.

t1. Supra, nool. 9. hal. 2-3. Of. Survadininerar Soenra hal 36




it

/: dalam .komeks Imu penﬂetahuan atau. “the prior art

di dalam tekmk yang s i

bersang}\utan‘ dan I\.etlga penemuaa n:u.harus bersifai inventif, artinya .

penemuan itu harus bersﬁ at ”leblh magu” dan seusam yang {eiah ada/dike-
tahm sebelumpya.!? ’

wibebagal ca{atan tentang pembaha' an bagian‘im menarlk pula untuk
membandmgkan prakie!\ perusahaan perusahaan transnasmna[ luar negeri
daiam b]d ;

.mz guﬁa meﬁgezahu maksnd yang terkandung daiam ptklran-

Menurut hasﬂ studa . Valtsos tentang Patems rews;red Thejr Fumon _
in Deve!opmg Countries, pendaftaran hak paten asing di luar negari oleh
perusahaaﬂ perusa_haan Transnasxonal sermgkah dilakukan dengan maksud

dimana paten itu di daftarkan , .
b. menjamin agar barang~barang yang d}produkm dandi’ patenkan uu txdak .
““akan di‘produksi dan di pasarkan oleh’ pengusaha di tempat paten stu"'
di daftarkan di luar negeri, tanpa izin si pemilik paten; }
mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten’ asmg
itw juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, ttdak
‘mungkin mendapat paten atas penemuannya _
d. “menjamin agar ;nhak asing lamnya yang ‘memiliki paten aias baranm«
: barang atau cara yzmg hamp;r serupa udak mungkm dapat memasukan '
“produksinya” ke negara Eempai paten" u'di'daftarkan. :

(]

" Sampai saat ini; para sarjana mencapai sepakat bahwa ide pemaka.ian —

mstem paten 1m daiam penﬂertlan modern sepern yang d;praktekkan dewasa .

13, Supra, hool. l hdl "

14, Lihat Sunaryati Hartono, Supra, noet 11, hal, 141,

12. ‘Pemberian-hak monopoli kepada orang yang menemukan sesuaty barang atau cara produksi yang baru
dimaksudkan untuk memberi dorengan kepada khalayak ramai, khususnya kepada ahli teknik untuk
terus menerus menciptakan barang barang atau cara.cara.yang baru, vang dapat menggantikan atau ™
mcn}ernpﬂrnakan barang baranp atau cara-vara kena yang lama. Yang menladi dasar-pertimbangan-

_nya, yaity | bahwa dengan memhenkan hak monepoli kepada penemunya untuk jangka wakiu tertentu,
maka penemunysa secara iamzsung akan menikmati jerth payahnya sendiri.{Lihar, Sunaryati Hartone,
Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, 1982, hal, 136 CE.UNCTAD and WiPQ, Supra,
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. nn bermuia di Republik Venesia dan Florence. (yang pada waktu itu, yaitu
a 'ad pertengahan masih’ merupaka.n negara kota Itaha) serta Inggris. .
‘Pada tahun 1421, negara kota Florence mengeluarkan paten pertamanya: Dan,
_rut FRUMKIN _ dafam tuhsannya 1he Early History of Patents for
ndc aten pertama.yang dikeluarkan itu sama baik..
' nya engan yang tercatat.dl kantor paten Inggris pada tahun 194745 .
' Sedangkan di Venesia, p "b_enan paten pertama yang.juga menﬂgam_,
.barhan bemuk bentuk modern bagt suatu paten modern untuk: suatu pene-.
muan cil benkan pada tahn 43; Sedangkan Undang-Undang Paten-ny ay
1 Venesia ml mengeluarkannya pada. 347416 . . -
© - Sistern’ aten _-(negara" kota) Venesia ini tampak dari_salah satu Undang—._;.
Undansc nya t' uz yang menyatakan antara lain : -

‘ 'E:h* is 'énacted by the authon'ty of rhe p,resent Councjl that whoever.
. willmake In this city any new.and engenous artifice, not made
o prewous]v in our State, will be obliged to register it at the Office.
‘of our prov~ed1tor5 ofz‘he Commune. At shall be forbidden to .
" anyone elsein any.our, land and p}ace to make any other artifice..
" io.the image and 51!111]31’1[}/’ of that onewithout consent and !Jcense
. '_of the author durmg the term of ten years.!7 :

‘Menurut ANDER?ELT feks | peraturan Undang—Undang Vene51a
tersebut, nyata-nyata telah mengandung UNSUr-unsur penting seperti yang ada
pada paten modern dewasa ini. UNsur-unsur. tersebui adalah :

1), adanya unsur kegunaan bagl masyarakat

2). adanyz unsur dorongan untuk kegiatan penemuan, :

3)'.:,"_adanya pembayaran terhadap b1aya blaya yang telah d;ke}uarkan oleh
“penemu; dan o :

4). adanya hak penemu hassf penemuannya 18 _'

Mesk: 1c!e pemaka;an s;stem paten bﬁrmula d: ciua Repubhk chatas yakni
Venesia dan Florence, namun ternyata Enggns oleh sebagian penulis dianggap
pula sebagat Jegara.pertama yang melahirkan sistem paten dalam arti modern.

Anggapan ini d;dasarkan pula dengan adanya fakta bahwa di Inggrislah
Revolusi Industri lahlr ‘Dalam abad X1V, Kerajaan inggris, memberikan
semacam surat periindungan (Letter of Protecnon atau Literae Patentes).
Surat ini adalah séjenis surat izin dagano yvang memberikan jamman

16, ibid.

15, ULF Anderfeh, International Patent Legislation and Deve}opmg Counrries, Martinuus NijhofT, 1971,
hal.4 e . .

17, Ibid. Dalam Bahasa Indonesia, bunyi ketentuan Undang Undang tersebut adalah sebagai berikut, barang
siapa yang menemukan hasii penemuan baru, leaj]bkEﬂ uniEk mendaftarkannya. .., Dan pikak-pihak
lain dilarang untuk meniru baszl penemuan Iersebut zzmpa persetu;uan dan ilsbnss dan penemu untpk
Jangks 10 tahun. : : ' o

18 Thid.




B memua.skan kepentmgan umum. Ketika it maksud dibenkannya paten adalah S

: _untuk mengutamakan kepentmgan nasmnal (Inggris) dan ditujukan untuk{'
"~ :melayam kepantmgan mdmdu tertentis, vakni siipenemu, sehingga unsur.
i ap—kah teraaazkan dan kurang d1perhat;§<an '

_' yancr pada waktu uu datang dengan semangat Revolum Pel anc:s nya yang5 :
: 'menyala nyaia yang berha511 menemukan suatu konsep'baru mengeneu szstem

uniuk menghxbahﬁcannya kepada pxhak iam.__;g Pernyataan terakmr inilah
vang memberi tekanan baru I{epada adanya fungsx sosml unmk kepentmﬁan

Dlsampmg m; acia pula moitf laln yam meiatar belakangl Iahlrnya:
kensep baru, tentang paten. it di negara ini. Yakni; pertama,’ kesadaran akan:
i 1er§mggainya industn negara ini; d}bandmgkan negara—negara tetangganya
_terutama. Inggns sehingga disadari perfunya pengembangan. industrimelalui,
antara lain huk_um paten.Kedua;-adanya.ancaman yang membahayakan ter-
hadap: ekonomx Perancis: dengan:masuknya: produk-produk- Inggris.. Dan:
ketiga, adanya keinginan Pemerintah Perancxs untuk memperbakkx namb‘
pekeria industri-negerinya 2 o0 T el :
Sistem paten baru ini mendapat Lekuatan hukumnya pada tanggai 7_.
Februarl 1791 di Perancis. Dan dari seiak tanggal itulah, sistem paten modern
menjadi'model untuk perundang-undangan paten dibanyak negara, terutama
Eropa.?. Sebagai contoh, antara tahun 1800 sampai-1870 hukum paten ini

2%, - Lihat; Hens Ballreich, fnternational Law.and Transfer of Technology,'datam LAW AND STATE, vol.
/1973, hal, 38. Juga Huala Adolf, Alilr Teknolog Melalui Terobosan Paten, dalam surat kabar KOMPAS
10 September 1988, Undang-undang Paten Perancis tabun 1791 ini dalam perkembangannya kemudian
direvisi pada (anggal 3 fuli 1974,

19, Bandingkan, Hans Ballreich, International Law and transfer of Technology, dalam Law and State, Vol.27,.
38. Ten:ang halini Ballreich menulis berikut ini..." It was the Spirit of the French Revolution which finally
produced a wmp.'ereh Rew concept of patents, based on the pro!ecnon of special interest. It was now,
"_n(.ogmzed fizat an invention is the pmper f the ongmawr {mvenror) and thar he had nrfIzr {0 the
" “grant of a parent”. Prinsip Kelehan | paten Pérandisiai mendapat pengukuhan hukumnya dalam undang-
undang patenaya tanggal 7 Janvari 1721 dan dirgvisi kembali pada tanggal 5 Juli 1794, Undang-undang
ml kemudian men;adt model' bagl perundaag-undangan se:upa dl negara negara Empa 1amnya

0, Lxlml UNCTAD and WIE’O supra noot i, hal 3" Peram:ang Undang undanﬂ [Paten negara Peranc:s
ini adzlah de BOUFFLERS. Didalam merancang undang-undang tersebut, de BOUFFLERS menyelip-
kan argumentasi ﬁlsafalnya umang tzori hak milik. Selain i itu, beliau | juga mengemuka!».an alasan-alasan

- orientasi materinya’ (advanced - materially-priented - reasons) ‘yang ‘juga. merupakan -dasar ‘dan motif
- perundang-undangan paten Amerikd Serikatl ‘Oléhi’ karena i NEUMEYER mengemukakan Z:rahwa dalam
CMETancang mrundang-undangannya de; BOUrrLERS hanyak me:idapai pe:zgamh u'
Amerika Serikat (lihas, Anderfelt, supra,’ Raliv15):
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d;perkenalkan di ! Argentma (1864), ‘Belanda“ (1809), Ausiria (1810), Italy
(1839 - Uni Soth (1812), Swecha (1819), Spanyol (1826). Negara—negara
}amnya adaiah Brale (1859), dan Kanada (1869) SRR

Sampal saat ini- beium ada def1n151 yang: mengadl pegangan umuk?'
mengartikan dan memahaml paten ini: Menurut pasal - Octrooxwet }910.
Staaisblad No 313 d;sebutkan By ATl : : : P

:Onder den JAAm ban ocrroo; wordeu aan hem, dJe een meuw VOOTH: '?
brengse] cenniedve werA wgkze ‘of eén nieuwe verberermg Van
ieen voonbrengsef ofivan éene werkwijze heeft 1tgevonden op Zi jneﬁ
Jiiaanvrage: wts]mtende rechren toegekend 22 :

Henrv Campbeﬂ Black penyusun BLACK Siaw cht;onary yang ier-
kenalini, mendefinisikan paten sebagai ! “A grant of some- privilege; prOper-
ty;-or authority, made by the govemmem or-sovereign. of & countr; to one
or nore-individuals,” 23 {garis ‘bawah’ oieh penuhs) Selamumya daiam
bagzan lain; beliau menyaijakan pula, - iy :

w Argrant made by the government toan invenior, com’eym and se’curfng-
1o h;m the.exclusive right to make; use and sell his mvennon for term of
years”.?% {garis bawah oleh penulis). :

Sedangkan definisi yang diangkat WIPQ, yang ternyata Remud;an cukup
banyak d:kut;p oieh penuhs 23 berbuny: sebagax berikut :

A patent is ]egaHy enforceab]e right granfed by virtue of a law
to a-person toexclude, for a limited of time, others from certain’
acts in relation to a described new invention; the privileges is
gramied by a government authority as maiter of right to the DErson

“who' Is enmied to app!y for 1: and wbo fumﬂs the prescribed -
'condmons” By

22, Lihat, Sunarum: Harlcmo bupra hadl. 139, -

23;_.§Henry (ampbell Black Blac.k 5 Lau D;_ mnary, West Pubhshzné ‘o, 511’1 edmon 1579, hal 1013,
) Ter;emah.m bebas, paten addiah ;}cnganuaerahan perl]lSG‘ ;)emnilhan ddﬂ momas oleh pemerintah kepadd
satu atau beberapa orang. ’

24, Ibid.-Terjemahan bebas, paten adaiah suaty penganugeraham tcrhadap penemu dan pemerintah,
mengumumbkannyz dan melindunginya hak ckskiusif un;ui« membuat menggun.akan dan menjual pene-
muannyz uniuk jangka waktu terteniu,

25 CF. Sunaryati Harmno Hukum Ekonomj P:.mbangunan Jndones;a, Bmaapza 1982 hal. 138.

26, Supra, noot 1, kal, 1. Mesm definigi ini ildak begitu:serupa dengan definisi terdahiuiv, namun keduanya
bernada sama. Defsmsl yang disebot terakhir ini menyatakan bahwa paten adzlah suate: hak yang dapai
-dipaksakan secara hukum yang diberikan kepada:seseorang uniuk mencegah orang iain unmk meniru
hasil penemuannya. Hak ini diberiken oleh pemerintah kepada orang yang berhak menerimanya,



'. pemegang hak paten adalah produksx dari. barang yang dlpatenkan' '
' (manufacturmg), penggunaan (using) dan penjualan (selling) dari barang-
' barang tersebut,. dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan '
baran ity sepem meng;m or_dan menyimpan (stockmﬂ) & 5 '
' anju'tnya mengemukakan pula bahwa orang yang
ntuk mendapatkan.paten b:asanya adalah penemu

Doktrip-Doktrin :Haag-::yat;enﬂﬁ &

4 Dokmn atau ajaran paten dalam studi hukum"' daiam perkembanmgan~
nya mengenal dua ajaraﬂ/dokirm pemmg Periama DOKTRIN HUKUM '
ALAM dan kedua DOKTRIN KOLEKTIVIS ,

Aé 1 i)o!m'm Hukum Alam

Doktrm hukum aIam merupakan doktnn yang mengakm hak- hak aiam
{inherent) kepada orang-orang menemukan penemuan-penemuan baru. -
Doktrin ini berkembang bersama-sama dengan revolusi - Perancis dan
konstitusi Amer:ka Serskat _Sebagai dampak samping dari kedua kejadian
dz negara ini,. iahn'iah suatu konsep hakzhak dasar - mdmdu Konsep ini
menekankan penimgnya permhkan absoiui dan penuh (totai) terhadap hak
milik pnbadi Karena titik sentral. dari doktrin ini adalah hak pemilikan
pnbadz ‘maka’ kadang kadang konsep doktrm nn dlsebut puia dengan ”doktrm
individualis”. o

Menurut M. WALINE doktrm ini pun dapat dibedakan kembah men-
jadi dua aspek, yakni pertama' “individualisme juridique” dan " mdzwduahsme
pohnque . Aspek yang pertama menunjukkan pengertian bahwa individu ada-
lah | [u}uan dari semua hukum (the end of all Taw). Sedaugkan aspck kedua
menun jukkan bahwa pembuat ﬁndang»-undang mengorbankan semua kepen—
tmgan nasional dan 5051alnya demi kepentmgan individu,

. Sedangkan teori tentang hak-hak milik "alam” (mherent) di dalam b1dang
penemnampenemuan dapat dibag1 kembah kedaiam konsep E&mnya yaitu
pertama bahwa pember:an suatu paien merupakan hak milik pribadi. Dan
kedua, bahwa seorang penemu sebelumnya telah memiilm hak~hak alam untuk
mengkiaxm (mendanatkan) perhndungan paten. .

Berdasarkan pengeman bahwa ”hasﬂ pemxkiran sama amnya atau
bahkan Eebth pentmg artmya dan pada hak milik konvensronai (convenona!
property), maka muncul teori bahwa hak-hak penemu tidak dibentuk oleh
hukum positif melalui pemberian paten, tetapi muncul pada saat penemuan

27, Lih:z:a.t; Suﬁary'ali Haﬁéfio, loc: cit. ©F. UNCTAD and .\}‘.»:.’!P.O, éui)ra, Robt l, i]éi. 2. e

o
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1tu d:buat dan tugas pejabat yang berwenang di sini bukaniah sebagal pem-
berz hak tersebut namun han ja untuk mencaku; ha? hak tersebet saJa

aﬂ 'E@ktrm K@ieknws

Pada akinr abad periengaban ‘doktrin mdlvxduahs (alam) mengﬁam:
masa kesuramannya Doktri 'm; mmdapat serangan besar—besaran karena ‘
}urang dihargainya kepentzngan masyarakat Sebagal penggant; dokn in m;
Jalu muncullah dokirin lain vang oleh MALINE disebut se“bag,a] doktrin “anii

Cindividualis” atau doktrin “kolektivis”. _

Pada saat itu telah diakui bahwa pI‘lIlSlp perlakuan ymg sama d= depan
hukum kurang/mdaklah cukup atau bahkan menghambat guna memperolsh
pefsyaiaian minimum keaéllan qosxal Sebapal reaksmya pada akhir abad
Ke sémibilan belas, konsep persamaan “sasial (social equahw) menggamlkan
persaman hukum (fegal equality). Persamaan ini kemudiarn berpengaruh besar
sekall terhadap doktrin paten yang didasarkan pada kcg\maan yang dihadap-
kan masyarakat. Akibatnya yaitu bahwa pemeging paten mempunyai
kewajiban yang lebih besar kepada masyarakat.®

Y i IToe B ey o
Persyaraian Paten *

. Per'_ ar atan—pex svaraLan vang harus dxpenuhl agar suatu penemuan dapa.L
d;paunmn bmsanya harus memem_hl syaraz syaral sebagaz inerli.ut - pertama,
;Jmemu i} tersebul hdrus bé.rupa stialis vang baru (novelty 3 ke&iua penemuan
' 's dapat d:tetapkan ciaiarn bldang mdusm (mdusma] applicabi-
bty ): ketiga, penemuan térsebui haras mquandung langkah lanezkah mven:
tif (memnc steps); dan keempat, syarat ini hanya kadang- kadang disebit-
k'm penemuan 1erscbut hams berupa sesuail, kemajuan dam ang ie lem a&a
( progrcss") _

%ﬂeskipun mm;mal ada’ empdi pcrsyaratan ‘vang harus dlpenuhl dntuk
dlbertkann\d pa[en atds suatu ‘penemuan, namun undang uncidng pada
umumnya hanya menemuxan pemenuhan persyaratan novelty saja, vaitit per-
syaratan ieniang unsur barunya bags suatu pencmuan. Sedangkan syarat
keciua yaitu mdusmal apphcabmr) blasaﬁya dxsyaratkan saja namun tidak
éltegaskan 't;dak mutlak benar. Syarat ketiga dan keempat yakm mdusmai
dppizcab,rbty dan progress iaanya sebag:an keci] saja perundano undangan
yang ménsyaratkannya.

Pengujian terhadap persyaratan persyaratan iersebut ‘terhadap permo-
honan sesuatu penemuan tidakiah selalu sama, Pengujian terhadap syarat
harus adanya unsur baru ini (nove]ty), yakm syarat yang pahng penting bagi

1

B Supra naot 1 Bal 1720,
9. Tulisan dalam sub bagian ini adalak hasif uiasan dzn study yang ditakukan oleh World Intellectual Fropesly
Organization serha{iap perundang undaxlgan ncgam negara. (Ll%]at UNCTALD and WIPO, Supra, noot.,

T

b



) _yang ada ; masxh belum: ac%a Igeseragamaﬂ tentanv hai ini. Sebagal contoh '_ o

' perundang undangan yang melakukan’ pembatasan wilayahy yaity wilayah'
nasma}alnya sebagai ukuran untuk menentukan sesuatu benemuan itu baru, '
adaiah undang undang: Incgr;s Sedangkan negara-negara'yang menerapkan B
standar ‘interndsional; antara lain; adalah Repubhk Federasa Jerman Perancas
Um Sowet dan Amerika Serlkat 307 i N

1y r emuan’ yang dapat d:patenkan

Perundang undangan nagional pada umumnya tidak mengamr dengan
tegas hal-hal apa saja yang dapat diberi paten atau sertifikat penemu. Meski”
tidak -ada batasan yang tegas, namun telah disepakat; bahwa penemuan:
peneiiian yang dapacdiberi- paten hanyalah penemuan penemuan yang ada:‘-;
hubungannya dengan teknologr (technolgical nature).™ : 3’5

“Nasinin ‘hal i pun tidaklah berarti bahwa setiap temuan yang berhu: "
bungan dengan teknologl otomatis dapat diberl paten. Pada perundana—
undangan beberapa negara fertentu, penemuan-penerﬂuan sepertz ini (rech-
nological nature) terpaksa tidak diberikan paten manakala penemuan terse-
but bercuna ‘bagi kepentmgan ‘umum (pubbc mterest) Contoh penemuan- "
pengmuan sepem ini; misalnyd, adalah penemuan dalam bidans makanan,
obat-obatan; proses manufaktur ‘zal-zat” kuma dan teknofog; yang berke- '
naan ‘dengan teknologh nuklir.* - 6

““Pertimbangan’ perundang-undangan untitk tidak memberikan paten pada
makanan, kareﬂa dxkhawamkan bahwa apabila makanan 1tu d;patenkan hai: '

" 30. Sehubungan dengdn persyaratam_ icrsehul sei)agal catatan di sini, cukup pentmg pula uniuk mengelahm :
pmgeman pencmuan" ini m urut DAV[S Menuruz behau, tntuk dapat dlsebm sabagal "penemuan -
“Fdatam bzdan&, paren harus mengandung kritevia sebagar berikut :

‘“Periama, penemuan tersebut harus merupakan suatu terobosan reknis {"technical breakthrough”}, Yang =
menjadi pertanyaannya adalah ; Apakah penemuan tersebul merupakan suatu terobosan teknis didalam :
bidangnya? . .

" Kedua, penemuan tersebut harus ma.rupakan suan tahap perkembangan baru(” sragc of development ).
Yang menjadi pertanyzannya adalah © Apakah penemuan tersebut benar-benar merupakan suatu per- -
kembangar baru dari suatu produksi azau disain?

Ketiga, penemuan tersebut harus bersifar komersil ("commercially proven’). Yang menjadi pertanyaan -
adalah . Apakab penemuan tersebut terbuksi dapat dikomersilkan?

Keempat, penemuan tersebut harus boraxfat hak milik { "proprietary nature”), Yang menjad} pertanyaan
adalah : Apakah penemuan tersebut dapal menjadi hak milik atay tidak? (Likar, DAVIS, supra, hal.

D e
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' ity nammya akan mempengamm harga haroa maiqanan tersebu Secianﬂka' S

N unresmc:ed avaﬂabzhty)

.2) Pemer (saan dan pengu31an

s J1’1;151;3 yang indup daiam pembenan paten mz adalah bahwa dengan d;- .
ber;kannva paten kepada seorang penemu tidaklah secara otomatis berarti.
bahwa keabsahannya telah mutlak benar. Sebab, nilai dari suatu paten ber-
ganiung kepada tingkat keabsahan penemuan tersebut sendiri. Dengan
perkataan lain sampai berapa jauh persyaratan suatu penemuan itu untuk .
dapat dipatenkan telah ierpenuhi.

... Hal ini cukup penting dalam hal penggunaan paien itu sendiri kelak
‘sabagax sarana,.dalam ptngaalan daiam..bidang teknologi. Karma pihak
pembeli, teknologl balk yang sefuruh atau schagian dari ieknologl tersebut
dipatenkan, tidak mau mengambli resﬂ{o rugi atay membahayakan kedudu- .
kannya manakala {eixnolom yang dlbelm)a itwkemudian diklaim oleh pihak -
ketiga, karena teknoloaz yang chpaieni‘,annya tersebui keabsahannya Ierayaia
Lacat i o
Tentang pemeni\saan dan pengujian in ierutama chrasakan kesuhtan dan N
h'ﬁ%nnan -halangannya pada negara-negara: berkembang meski negara-negara.
ini juga. mengatur fentang pengujian substansi (substance) ierhadap pengmuan
tersebut, Namun tentang. pelaksanaan hal ini, sebagian negara berkembang,
menurii hasﬂ study WIPO, belum. dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap
penemuan-penemuarn tersebut secara efekiif. Hal yvang menyebablkan hal ini .
karena, pemeriksaan, terhadap permohonan paten bagi suatu penemuan-
penemuan baru ity membutuhkan tenaga-tenaga yang betul- betu terampil
(qualified) untuk memasnkan keabsahan penemuan-penemuan tersebut.
Sedang, i’ negara negara’ maju, mereka ieiah cukup lama mempraktekan
suatu sistim’ pemeriksaan terhadap. substans; penemuan-penemuan  yang
hendak dipatenkan. Negara-negara yang telah melaksanakan sistim ini sejak
lama misalnya Amerika Serikat, Australia, Austria, Canada, Chekoslovakia,
Hongaria, Islandia, Jepang, Belanda, Polandia, Rumania, Uni Soviet, Inggns
Repubiik Demokrasi Jerman dan Repubhk Feaeras; Jerman 2.

31, Likacdan bandingkan, Albert$, Dhavis, Jr. (ed ), supra, hal, 19.

32, Uniuk mengezdhw prakiek negara-negard in, terutama Australia, Hongaria, Jepang can Republik Faderasi
Jerman, lihag, 1] W. ‘BAXTER, Worla‘ Parem Law Tiurd Cumulative Suppiem‘-m London: Svseez ‘and
Maxwell, 1572, hal 63 dsi, '



_ : ang berwenang
apabnia pemeﬁksaan un dlmnta“’ 'Ie ¥ yzmg' ars&ngkutan Aatau pxhakj

dan Belanda Konvensz teniang ﬁaten Eropa quga rnenganut*smem iTH. Inggrls_*:._' o

juga sedang mempemmbangkan untuk menerapkan sistem ini. dmegermya % St

Jangka waktu upiuk permohonan pemenksaan ini berbeda~beda disetiap’
negara Umum va jangka wakm permohanan i dua tahun {Brasai), 7 tahun
i (Re' ub_hk i"ed :351 Jerman_ Jepang, dan Beianda) ;
-Hongaf;a 4 tahun.. ' '

Sh,tem pemenksaan ”defem:d exammatfon " ini acapkah dlbarengl puia
dengan sistem’ pubhkas1 permohon&n dini: (ear]y pubhcatzon) bagi- temuan.
temuan, yang udak mengaiam: pemenksaan tefhadap substansmya S:stem-
pemerzksaan terakh;r ink diterapkan:untitk mencegah }angan sampal manu IR
deknya temuanm~temuan tersebut menvai;r ke publik untuk jangka waktu ;
vang Iama Dlsampmg itu, Repubhk Federas; Jerman dan Bel,anda menetap- L
kan:pula-adanya; kemungkman untuk. mendapatkan Iaporan pemer;ksaan' L
sebelum permohonan untuk pemeriksaan dibuat, agar supaya informasi per-
siapan. teniang przor art’; bagz temuan-temuan it 'blsa dlperoieh pada tahap :
awai e i : T .

3) Perlakuam 1erhadap orang asmg 33

c-Suatu. hui«:um nasmnai yang menetapkan perlakuan yana sama' bak-‘ e
hak yang sama antara warga negaranya dengan warga negara-asing di dalam
yurisdiksi negaranya, dapat dikatakan bahwa hukum nasional tersebut
menerapkan prinsip “national treatment”. Prinsip ini merupakan salah satu -
pérsyaratan dasar daripada konvensz Paris untuk” perhndungan Hak Milik
Pemndusirlan . {Paris coomvent;on for zhe Protecnon of | Indusma.l

33, 1Hasan ba%ean ini pada dasarpya. juga merupakan hasi studi WIPQ zem.'a.ng i:raktele pelakzanaan per-
aturan pcrund:mg undangan pafen fegar: negara di d ma, baik mgara mdusln maju ﬂaupun negara

Ausiraiia {5 tahun) dan-'_f-: A
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-Pmpurty) 34 e B i SR :
wieDi sampmg negara negara- yang menganut prmmp ”natmnai treatiment?
diatas, ada:pula negara negara-yang menganui prinsip resiprositas (prinsip
t;mbal balik). Arfinya, negara tersebut akan menerapkan prinsip atau perla-
kuan vang sama terhadap warga- DEZATa asing sebagaimana perlakuan yang
dlbgnkan terhaciap wargainegaranya oleh negara asing tersebut. Dengan
-catatan :prinsip ini:diterapkan apablla salah. satu negara bukan atau meru~
'pakan anggota. dari konvensi-Paris. - i o
; Negara»negara anggota konvensi Paris vang menerapkan prinsip resipro-
ini terhadap niegara-negara yang bukan anggota konvensi adalah: Austria,
ovakia, Mesar Pea ancxs han Jepan_. Polandxa Rumama Srﬂangka
s . dan Uni Soviet. :
_ "Negara—negara benkut 1n1 adaiah negara negara yang Juga menerapkan
prm's1p im _hamun bukan merupakan anggoia konvenm Pans, India, Irak
Kuwaat Pak;stan dan Repubhk Korea )

_4)_Li_sén's_i__jw;;jib__ YA

_ "Llsenm waij mx adalah permzah (autbonzamon) penguasa (basanya
pemenmah yang berwenang atau pengadilan) kepada seseorang (pihak) untuk
melak sanakan dan menerapkan suatu hasﬂ penemuan yang dztemu}\an orang
(plhak) lain,

“Didalam prakteknya'kerapkali si penemu; yang telah mendapatkan hak
paten atas penemiiannya, menuret Dr. Sunarjati Hartono, tidak mempunyai
biaya yang cukup untuk dapat memproduksi penemuannyva: secara besar:
besaran'untuk dipérjualbelikan di dalam masyarakat. Akibatnya; hak paten

- hanya tersimpan saja ‘dantidak ‘dapat ‘digunakan atau’ dinikmati oleh
masyrakat. Sehingga paten tersebut kehilangan fungsi sosialnya. Lebib‘laniut;
DiSunarjati 'Hartono mengatakan pula, bahwa itulah sebabnya beberapa
undang-uridang mewajibkan si pemilik paten untuk mengadakan perjanjian
dengan orang lain yang mampu memproduksi dan memasarkannya, apabila
1z sendiri setelah beberapa waktu memiliki hak paten itu, tidak mampu mem-
produksi dan memasarkannya. Perjanjian ini dinamakan lisensi paten vang
waij atau compulsory licence atau verlipchie patent lcentie. %

‘“Kerapkaliperundang-undangan beberapa negara juga mensyaratkan
bahwa permohonan ‘untuk lisensi-wajib tidak dapat diminta sebelum ber-

34, Berikw ini adalah negara-negara yang telah menerapkan prinsip “national treatment” ini di dalam
_perundang-undangannya: Azgentina, Australia, Brazil, Canada, Cuba, Republik Federasi Jerman,
Republik Demokrasi Jerman, Hongaria, iriandia, Israel lraila, Jordania, Kenya, Lebanon, Malawi,
Mexico, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, negara-negara Nordic, negara-negara anggota OAMPI,
Filipina, Spanyol, Syriz, Republik Emirat Arab, Tunisia, Turki, Uganda, Inggris, Amerika Serikat,
Uruguay, Yugoslavia, Zambia (negara-negara ini adalah anggota Konvensi Paris); Chili, Kolombo, Ghana,
- Liberia; Peru, Sudan, Tanzania; Verervela {negara-neirara inl bukan anggota Konvensi Paris). i
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e akhrrnya Jangk’a waktu permohonan paten atau pada wakiu paten ity dlberln's-' S

~kan. Jangka wakti pembenan lisensi ‘wajib ini biasanya dibatasi 4 tahun a&jak o
tang ai permohonan atau’ uga tahun dan tanggai pembenan paten Eangka' '

: _ parent covenng an Jmprovemenr in’ an eari (i‘f" K
; arented mventzon cannot wam hfs ‘patent: wthout ].rcence fmm

Jmpmvemenr W:tnou 'Jcence from the Iater patemee Howev , o
at the. expiryofi rhree vearfrom ‘grant;or four wearifrom the date
‘ofapplication; of rbe earlier: parent the junior patenitce may obtain .
-'a non-exclusive wm pulscry ficence to the extent necéssary to enable
him to work his own patent, provided he is able'to show that his
invention represents as important techmical advance over the earljer
invention. The senior pateniee may then obtain a crossJ.rcence e
L -._.(Gams bawqh oieh penuixs) : s 3

Cant{)h lam vang menegaskan hsensx Wa_]lb m; adaiah pasal 22 Unciang-
Undang Patent Hongaria,yang menyebutkan sebagai bamkut

“If a patented invention cannot be exploited without mfrmgmg
another patent, 4 compulsorv licency to be extent necessary for
~ exploitation. The patentee will receive. adequate compensation for
" the compulsory licence, which will be. fized, fzulmg'anrecmeni
berween the pames, by the court”. 3 '

‘Bmsanya hsenﬂ waJ1b ini tunduk kepada persyaratan persyaratan ter-
tentu yang dlteiap}can oleh undang—undang dan persyaratan-persyaratan lain-
nya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang manakala tidak ada perr
janiian antara pemegang paten dan pemohon lisensi. Contch Syarat-syarat
ini adalah bahwa pemegang hsensx harus meiaksanakan penem' an»penemuan
vang dipatenkan itu didalam negeri dan bahwa ia harus membayar se;umlah
uang tereentu (aa’equat compens non) kepada pemegang paten. Manakaia
jumlah vang yang d;bayarkan itu tidak diperjanjikan, maka’ gumlah ua'lg yang
harus dibayar tersebut akan ditentukan oleh pejabat vang berwenang :

©  Biasanya lsensi wagib ini bersifat non eksklusif dan runduk pada
persyalatan persyaratan yang tidak dapat dialihkan kepada perusahaan:
pe.rusahaan vang memaﬂfatkan/meiaksnanakan lisensi tersebut.™®




: -.'_;;5333- R _ ' Hukum danPembangum

‘ Pencabutan paten, adalah suatu undakan untuk mengakhm suam paten-

. _Hal ini berbeda pengemannya dengan berakbirnya masa (perlindungan) paten.
. Hal pencabutan jpatenini tidaklah otomatis sifatnya namun merupakan suatu

proses tindakan hukum atau administratif manakala alasan-alasan nntuk- per-

~ 'mohonan pencabutan Qaten oleh pihak lain ternyata terpenuhi. Dagi hasil studi
- WIPO,.dari 73 negara.yang memiliki undang-undang paten, 27 negara

iz ntaranya mencanturnkan ketentuan tentang peraturan: pencabutan ini. 40

e ne_gara—negara dimana lisensi ‘wajib disyaratkan, pencabitan hak paten
: b asanya digunakan sebagaz tindakan tambahan'saja- {supp}ementary MEAsH-

' res), dan hanya akan. dalaksanakan apabila didalam ‘melaksanakan tujuan
ufama diberikan lisensi wajib ternyata gagal. Dan pencabutan ini hanya akan
dliaksanakan setelah -habisnya jangka waktu paten (blasanya 2 tahun) dari
se}ak perﬂberlan hsensa waijib. 4

Rl I
40, Ke-27 negara iersebul adalah: Auwstralia, Ausiria, Brazil, Canada, Mesir, Republik Federasi Jerman,
Republik Demokrasi Jerman, India, iran, Irak, Irfandia, Israel, Malawi, Maroko, Selandia Baru, Pakistan,
_ Peru, Polandia, Republ:k Korea, Sri Lanka, Swiss, ’I‘umsxa, Ugand Inggris, Tanzania, Yugostavia dan
Zambla ‘Lihat, supra nool l hal 11, f ) )

41, Supra nootl 1, hal 1.

Lkt

'ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
AN PENERBITAN HUKUM?

 Kebetulan. Buku atau penerbztarz yang dimaksud tidak ada di
o 'kom anda, paa'aha! zmda amat memeriukann va.

i Hubung.r kamz dengan surat danﬁen‘akan perangkd baiasan

didalamnya.
“Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah




